BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti
“orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan
“Negeri” berarti Negara atau pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang

yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.*

Dalam pengetahuan hukum kepegawaian ada beberapa pendapat yang perlu
dikemukakan mengenai apa sebenarnya pegawai negeri. Logemann menggunakan
kriteria yang bersifat materiil yakni hubungan antara Negara dengan Pegawai Negeri
tersebut. Logemann menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah tiap pejabat yang
mempunyai hubungan dinas dengan Negara.

Sedangkan pengertian pegawai negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum

Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu :

! Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, hIm. 31-32.
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1. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan
oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka (1)
dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 1 angka 1 : Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen aparatur sipil
Negara berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas,
proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan
efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, pesatuan dan kesatuan, keadilan dan
kesetaraan, dan kesejahteraan.

Pengertian di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan
kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan

perundang-undangan.



M

2. Pengertian Ekstensif
Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan
Pegawai Negeri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam

hal tertentu dianggap sebagai dan diperlukan sama dengan Pegawai Negeri.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan
bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenubhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. pegawai negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

c. Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia.

Pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan diatas terdiri dari :
A. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada

Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga

tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.

2 Philipus M. Hadjon dkk, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,
Yogyakarta, hal. 39


http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
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2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan

3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada
daerah otonom.

4. Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-
undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti
perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.

5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain,

seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.

Dari pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pegawai negeri sipil adalah
setiap warga Negara Indonesia yang bekerja pada instansi/lembaga pemerintahan dan

digaji dengan anggaran pemerintah berdasarkan Perundang — undangan yang berlaku.

B. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah :
Pegawai Negeri Sipil Derah adalah pegawai negeri sipil daerah
provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah

daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya®.

* Moekijat, 1991, Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Bandung, him. 25.



13

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan
atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku.
Terdapat 4 (empat) unsur penting untuk menyatakan seseorang sebagai Pegawai Negeri
yaitu :

a) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku

b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang

c) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau negara laiinya yang ditetapkan

berdasarkan peraturan yang berlaku

d) Digaji menurut ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku.

Secara sederhana pengertian Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut penulis ialah
pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku dan bekerja pada pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota.

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam
menjalankan tugasnya pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan
partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.
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2.2 Konsep Tenaga Honorer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer adalah seseorang yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan
untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang penghasilannya
dibiayai oleh APBN/APBD atau yang penghasilannya tidak dibiayai oleh
APBN/APBD. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil di
lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat lain dalam
pemerintahan adalah sekretaris jenderal, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala
BKD, dan pimpinan unit organisasi pemerintah yang diberi wewenang otorisasi dalam
mengelola APBN/APBD. Penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD adalah
penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja/upah pada

APBN/APBD.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi No. 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang
Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri

dari:
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a. Kategori |

Honorer kategori | (K-1) merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honornya

dibiayai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang selanjutnya disingkat (APBD), dengan Kriteria :

1) Diangkat oleh pejabat yang berwenang

2) Bekerja di instansi pemerintah

3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat
ini masih bekerja secara terus menerus tanpa terputus

4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun
per 1 januari 2006

Honorer KI memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS.

. Kategori Il

Tenaga honorer kategori Il atau (K-I1) adalah tenaga honorer yang diangkat per
1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBN/APBD.

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), dengan kriteria:

1) Diangkat oleh pejabat yang berwenang

2) Bekerja di instansi pemerintah tanpa terputus
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3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat
ini masih bekerja secara terus menerus
4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahun
per 1 januari 2006.
Untuk tenaga honorer kategori Il apabila ingin diangkat menjadi Calaon Pegawai

Negeri Sipil harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu.

Di Provinsi Lampung pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer khususnya kategori Il
sedikit terhambat dikarenakan belum selesainya pengangkatan kategori I. Menurut data
Badan Kepegawaian Derah yang selanjutnya disingkat (BKD) Provinsi Lampung
hanya 233 tenaga honorer kategori Il yang lulus verifikasi data sesuai dengan surat dari
BKN Nomor : K.26-30/V148/99 pada tanggal 2 September 2013. Tenaga honorer
kategori Il yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti tata cara pengangkatan
tenaga honorer yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
dilakukan melalui tes ujian tertulis yaitu Tes Kompetisi Dasar (TKD), penetapan
kelulusan, pemberkasan ulang sampai penetapan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara

(BKN).
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2.3. Ketentuan Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 11.

Dalam bidang kepegawaian, rekrutmen lebih dikenal dengan istilah pengadaan.
Pengadaan diartikan sebagai proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai
dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan

menjadi pegawai negeri sipil®.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 9 Tahun 2012 yang merupakan
perubahan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 30 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap
Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi  pegawai  negeri  sipil setelah memenuhi  syarat-syarat  yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi

antara lain sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia berusia serendah-rendahnya 19 (Sembilan belas)
tahun dan setinggi-tingginya 46 (empat puluh enam) tahun;

2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena

melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

* Moekijat, 1991, Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Bandung, him. 41.
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3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4. Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri;

5. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
diperlukan;

6. Berkelakuan baik;

7. Sehat jasmani dan rohani;

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Pengadaan calon pegawai negeri sipil mulai tahun 2005 pemerintah telah menetapkan
kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Pengadaan
dan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan

berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendataan, seleksi, dan penentuan kelulusan
didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang

sesungguhnya.

2. Transparan, dalam arti proses pendataan, pelamaran, pelaksanaan ujian,

pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara



19
terbuka.

3. Kompetitif, dalam arti semua tenaga honorer yang memenuhi syarat bersaing
secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang

batas tertentu (passing grade) dan/atau nilai terbaik dari seluruh peserta.

4. Akuntabel, dalam arti selurun proses pengadaan CPNS dapat
dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.

5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam arti seluruh proses
pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur KKN.

6. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan CPNS tidak boleh
membedakan tenaga honorer berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan

golongan.

7. Tidak dipungut biaya, dalam arti semua tenaga honorer tidak dibebankan
biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS.

8. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan sesuai dengan kebutuhan
organisasi.

9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan

biaya seminimal mungkin.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu usaha pemerintah untuk

mengatasi berbagai permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Tenaga Honorer yang
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bekerja pada instansi pemerintah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi

sampai dengan tahun anggaran 2014.°

2.4 Tahapan Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori |1 Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS).

Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan
administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang

sesama tenaga honorer Kategori Il.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan pengangkatan
calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari tenaga honorer meliputi beberapa tahap

antara lain:

> Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta, him. 95-97
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2.4.1 Pemanggilan

1)

2)

3)

4)

Pemberitahuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) atau tenaga
honorer yang dinyatakan lulus ujian dan diterima, disampaikan secara tertulis
melalui surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan
kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan
jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat
yang ditentukan.

Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi tenaga honorer yang
dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak
tanggal pengiriman surat tercatat.

Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran
pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak geografis, alamat yang
dituju, dan ketersediaan waktu untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 2 dan angka
3 di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang

dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.
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Persyaratan Administrasi.

Setiap tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan diterima dan/atau memenuhi syarat

untuk diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan

ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

1)

2)

3)

4)

fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan.
Khusus bagi tenaga honorer yang dibiayai atau tidak dibiayai APBN/APBD,
ijazah/STTB vyang dilampirkan berdasarkan ijazah/STTB yang sesuai
dengan data hasil verifikasi dan validasi, kecuali untuk jabatan guru;

pasfoto ukuran 3 Xx 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan
menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;

fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir
sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling
rendah pejabat struktural eselon I,

daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf
kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm,
sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional

bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
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6)

7)

8)
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Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki
termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwajib/POLRI;

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti
tidak sehat jasmani);

Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya
disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian, berisi tentang:

a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai
Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;

c. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai

Negeri;
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d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2.4.3 Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang dilakukan

PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:

1. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai Jadwal yang
ditentukan dalam pengumuman;

2. Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan satuan
kerja dimana tenaga honorer bekerja, yang selanjutnya disampaikan secara
kolektif dengan surat pengantar kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian atau
BKD instansi yang bersangkutan, disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud
huruf B angka 1 sampai dengan angka 8, ditambah dengan surat pernyataan
yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK
atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II, yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan:

a. sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini

melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan
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b. selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang
baik serta integritas yang tinggi;

3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/BKD instansi yang bersangkutan atau
pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan berkas
persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
mengenai:

a. Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta hitam,
sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh yang
bersangkutan;

b. Keabsahan keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang
terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain
dalam pemerintahan. Apabila keputusan tenaga honorer tersebut
dianggap sah, maka pejabat struktural paling rendah eselon 11 pada unit
kerja dan/atau pejabat eselon Il yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian mengesahkan foto kopi keputusan tersebut;

c. Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya
yang disahkan paling rendah pejabat struktural eselon Il di lingkungan
unit kerjanya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus
menerus.

2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi
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yang baik serta integritas yang tinggi.

d. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan, antara

lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat

pernyataan, surat  keputusan pengangkatan pertama sampai dengan

terakhir sebagai tenaga honorer, bukti pengalaman kerja, dan
sebagainya;

. Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah yang dimiliki

harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:

1) ljazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang
diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang
telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

2) ljazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah
berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
184/ U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di
Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan,
harus melampirkan surat keterangan/pernyataan dari pimpinan
perguruan tinggi.

3) ljazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri
harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian ljazah
Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

4) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang
bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir

pada berkas lainnya

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah
(cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani);

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI;

h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah;

4. Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang
tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode

yang berbeda, dengan ketentuan:
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a. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan

sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP.

b. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit

kerjanya disertai dengan alasan yang sah.

c. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan
kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang
bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan disertai batas

waktu yang ditentukan.

5. Tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian

6.

mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK segera melaporkan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri  yang
bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala
Kelurahan/Kepala Desa setempat.

Untuk menggantikan tenaga honorer yang mengundurkan diri atau
meninggal dunia, PPK mengambil nama tenaga honorer urutan selanjutnya
dari peringkat tertinggi TKB sesuai lowongan formasi jabatan dan
ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan kepada masyarakat
melalui website instansi, surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau

media lain yang tersedia.
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7. Keputusan PPK terhadap pengganti tenaga honorer  yang
mengundurkan diri atau meninggal dunia disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara.

2.4.4 Penyampaian Usul Penetapan NIP

PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas persyaratan
administrasi tenaga honorer, menyampaikan usul permintaan NIP CPNS dengan
surat pengantar.
1) Penetapan NIP
Setelah tahap seleksi administrasi selesai ditingkat daerah maka pejabat pembina
kepegawaian menyampaikan usulan NIP untuk tenaga honorer yang akan diangkat
menjadi CPNS kepada BKN. Namun penetapan NIP dilakukan olen BKN dengan
cara mencocokkan nama tenaga honorer yang diusulkan NIP nya oleh pejabat
pembina kepegawaian dengan daftar nama tenaga honorer yang ditetapkan dalam
database BKN. Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan

administrasi.

2) Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat maka akan diberikan NIP oleh BKN.

Kemudian setelah pejabat pembina kepegawaian daerah menerima nama-nama
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tenaga honorer yang telah memiliki NIP maka ditetapkanlah surat keputusan

pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat (TMS) dapat diganti dengan mengambil nama tenaga honorer urutan
selanjutnya dari peringkat tertinggi tes kompetensi bidang (TKB) sesuai lowongan
formasi jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan kepada
masyarakat melalui website bkn.co.id, surat kabar lokal, dan papan pengumuman

atau media lain yang tersedia.



